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LAMPIRAN 

A. Dokumentasi  

 

Gambar 1 

Wawancara dengan Bapak 

Suhardi sebagai Pembeli 

Pertama 

 

Gambar 2 

Wawancara dengan Bapak 

Sulaiman sebagai Pembeli 

Kedua 

 

Gambar 3 

Wawancara dengan Ibu 

Sahariya sebagai Pembeli 

Ketiga 

 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan Kepala Desa 

Pengalihan 

 

 

Gambar 5 

Wawancara dengan Ketua BPD 
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Gambar 6 

Lahan yang diperjual belikan 

 

B. Lampiran Skgr Tanah Yang Dijual Secara Parsial Hanya Dengan 

Kwitansi 
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C. Lampiran Tiga Kwitansi Jual Beli Tanah Yang Berbedapembeli Yang 

Status Tanah Masih Dalam Satu Surat Skgr 

 



 

107 
 

 

 

D. Transkip Wawancara  

1) Penjual Tanah (Masirah) 

No. No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Penjual 

Tanah 

(Masirah) 

Bagaimana awal mula 

penguasaan tanah 

yang menjadi objek 

jual beli ? 

Tanah itu pada awalnya dikuasai dan 

dikelola oleh Saya. Penguasaan tanah itu 

diperoleh dari hasil usaha sejak tahun 2008 

dan didukung Surat Pernyataan Penguasaan 

Tanah (SKRPPT), sekaligus dengan peta 

situasi tanah yang diketahui oleh aparat 

desa. 

2 

Penjual 

Tanah 

(Masirah) 

Berapa luas tanah 

yang menjadi objek 

awal ? 

Tanah yang jadi objek awal luasnya kurang 

lebih 20.000 m², dengan ukuran sekitar 200 

meter × 100 meter dan masih  dalam satu 

bidang tanah. 
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3 

Penjual 

Tanah 

(Masirah) 

Kepada siapa tanah 

tersebut dijual? 

Tanah itu saya jual secara bertahap kepada 

tiga orang pembeli, yaitu Pak Suhardi, Pak 

Sulaiman, dan Ibu Sahariya.  

4 

Penjual 

Tanah 

(Masirah) 

Apakah transaksi 

tersebut merupakan 

bagian dari satu 

bidang tanah yang 

sama ?  

Iya, transaski tu masih bagian dari sau 

bidang tanah yang sama ini. 

5 

Penjual 

Tanah 

(Masirah) 

Mengapa jual beli 

dilakukan di bawah 

tangan? 

waktu itu memang banyak pertimbangan 

sebelumnya. Karna butuh biaya. Jadi saya 

jual dibawah t tangan itu karna memang 

mudah dan biayanya lebih murah 

dibandingkan harus melalui prosedur 

formal. 

 

2) Pembeli Pertama (Bapak Suhardi) 

No. No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Pembeli 1 

(Bapak 

Suhardi) 

Kapan transaksi jual 

beli dilakukan dan 

berapa harga yang 

disepakati? 

Waktu itu saya beli di Bulan Mei 2025, 

seharga Rp. 64.000.000. 

2 

Pembeli 1 

(Bapak 

Suhardi) 

Apa bukti yang 

diberikan setelah 

transaksi? 

Bukti transaksi berupa kwitansi pembayaran 

dan dokumen yang berkaitan dengan 

kepemilikan/penguasaan tanah. 

3 

Pembeli 1 

(Bapak 

Suhardi) 

Bagaimana proses 

transaksi pembelian 

tanah? Dan kenapa 

bapak memilih 

membelinya ? 

Saya memilih membeli tanah itu karna 

memang   biayanya murah. Waktu itu 

awalnya saya ditawarkan oleh ibu Masirah. 

Setelah sepakat,  melalui anaknya saya 

melakukan pembayaran. 

 

3) Pembeli Kedua (Bapak Sulaiman) 

No. No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Apakah Bapak 

melakukan transaksi 

jual beli tanah dengan 

penjual? 

Ya, saya melakukan transaksi degan ibu 

Masirah tapi melalui anaknya dikarenakan 

beliau posisinya sudah tidak disini 
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2 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Kapan transaksi jual 

beli tanah tersebut 

dilakukan? 

Transaksi dilakukan pada bulan Oktober 

2025 

3 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Berapa harga tanah 

yang Bapak beli? 

Harga tanah yang saya beli adalah sebesar 

Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). 

4 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Apa alasan Bapak 

membeli tanah 

tersebut? 

Alasan saya membeli tanah itu karena 

lokasinya  cukup strategis dan saya 

membutuhkan tanah untuk kepentingan 

pribadi serta sebagai aset yang dapat 

digunakan di kemudian hari. 

5 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Apa tujuan utama 

Bapak melakukan 

pembelian tanah 

tersebut? 

Tujuan utama pembelian adalah untuk 

memiliki dan menguasai tanah sebagai aset, 

serta rencananya dapat digunakan untuk 

tempat tinggal atau kegiatan usaha di 

kemudian hari. 

6 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Apakah Bapak 

mengetahui bahwa 

tanah tersebut 

diperjualbelikan 

secara di bawah 

tangan? 

Ya, saya mengetahui bahwa transaksi 

dilakukan secara di bawah tangan dan tidak 

langsung dibuat dalam bentuk Akta Jual 

Beli (AJB) di hadapan PPAT. 

7 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Mengapa Bapak 

bersedia melakukan 

transaksi secara di 

bawah tangan? 

Karena prosesnya dianggap lebih sederhana, 

cepat, dan tidak membutuhkan prosedur 

administrasi yang rumit pada saat transaksi 

dilakukan. 

8 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Bagaimana cara 

pembayaran harga 

tanah sebesar 

Rp70.000.000 

tersebut? 

Pembayaran dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara saya dan penjual, 

dengan bukti pembayaran berupa kwitansi 

atau tanda terima. 

9 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Apakah kondisi 

tersebut menjadi 

pertimbangan Bapak 

sebelum membeli? 

Pada saat transaksi, hal tersebut bukan 

menjadi hambatan utama karena saya lebih 

mempertimbangkan kebutuhan terhadap 

tanah dan kesepakatan harga dengan 

penjual. 

10 

Pembeli 2 

(Bapak 

Sulaiman) 

Apakah Bapak 

mengetahui risiko 

hukum dari jual beli 

tanah di bawah tangan 

secara parsial? 

Pada saat melakukan transaksi saya belum 

memahami secara mendalam mengenai 

risiko hukumnya, terutama mengenai 

kepastian hukum dan proses pendaftaran 

tanah. 
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11 

Pembeli 3 

(Bapak 

Sulaiman) 

Mengapa Bapak tetap 

melanjutkan transaksi 

meskipun dilakukan 

secara di bawah 

tangan? 

Karena adanya rasa saling percaya antara 

saya dan penjual serta adanya kesepakatan 

mengenai tanah dan harga sebesar 

Rp70.000.000. 

 

4) Pembeli Ketiga (Ibu Sahariya) 

No. No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Pembeli 3 

(Ibu  

Sahariya) 

Kapan Ibu melakukan 

transaksi jual beli 

tanah tersebut ? 

Saya melakukan transaksi jual beli tanah 

tersebut pada bulan Desember 2025. 

2 

Pembeli 3 

(Ibu  

Sahariya) 

Berapa harga tanah 

yang Ibu beli? 

Harga tanah yang saya beli adalah sebesar 

Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta 

rupiah). 

3 

Pembeli 3 

(Ibu  

Sahariya) 

Kenapa Ibu membeli 

tanah tersebut ? Apa 

tujuan Ibu setelah 

membelinya ? 

Tujuan utama saya membeli tanah tersebut 

adalah untuk memperoleh dan menguasai 

sebidang tanah yang nantinya dapat 

digunakan sesuai kebutuhan serta memiliki 

nilai ekonomi. 

4 

Pembeli 3 

(Ibu  

Sahariya) 

Mengapa Saudara 

bersedia melakukan 

transaksi di bawah 

tangan? 

Saya bersedia karena prosesnya lebih 

sederhana, tidak membutuhkan waktu yang 

lama, dan pada saat transaksi terdapat 

kesepakatan antara pihak penjual dan 

pembeli. 

5 

Pembeli 3 

(Ibu  

Sahariya) 

Apa yang Saudara 

harapkan dari 

transaksi tersebut? 

Saya berharap tanah yang telah saya beli 

dapat dikuasai dan dimanfaatkan dengan 

baik serta tidak menimbulkan permasalahan 

atau sengketa dengan pihak lain di 

kemudian hari 

 

5) Kepala Desa  

No. No. Pertanyaan Jawaban 
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1 Kepala Desa 

Apakah Bapak 

mengetahui tanah 

yang menjadi objek 

penelitian 

berdasarkan SKRPPT 

Nomor 344/SKRPPT-

PL/2011? 

Ya, saya mengetahui tanah tersebut karena 

dokumen riwayat dan penguasaan tanahnya 

diketahui oleh Pemerintah Desa Pengalihan. 

Tanah tersebut berada di wilayah Parit 3 Sei 

Nau, Desa Pengalihan. 

2 Kepala Desa 

Siapa yang diketahui 

sebagai pemilik atau 

penguasa awal tanah 

tersebut? 

Berdasarkan dokumen yang ada di desa, 

tanah tersebut pada awalnya dikuasai oleh 

Ibu Masirah. Penguasaan tanah tersebut 

juga diketahui oleh masyarakat sekitar dan 

aparat desa. 

3 Kepala Desa 

Berapa luas tanah 

yang menjadi objek 

awal tersebut? 

Luas tanah secara keseluruhan kurang lebih 

20.000 meter persegi dengan ukuran sekitar 

200 meter × 100 meter. Tanah tersebut pada 

awalnya masih merupakan satu bidang 

tanah. 

4 Kepala Desa 

Apakah Bapak 

mengetahui bahwa 

tanah tersebut 

kemudian dijual 

kepada beberapa 

orang? 

Ya, saya mengetahui bahwa tanah tersebut 

kemudian dijual secara bertahap atau 

sebagian kepada tiga orang pembeli. Jadi, 

tanah yang awalnya satu bidang kemudian 

diperjualbelikan kepada beberapa pihak 

5 Kepala Desa 

Apakah jual beli 

tersebut dilakukan 

secara formal melalui 

PPAT? Dan apakah 

tanah tersebut sudah 

dilakukan pemecahan 

sebelum dijual kepada 

tiga pembeli? 

Sepengetahuan saya, transaksi tersebut tidak 

dibuat dengan Akta Jual Beli di hadapan 

PPAT. Para pihak menggunakan surat atau 

kwitansi sebagai bukti transaksi. dan Belum 

dilakukan pemecahan secara resmi. Tanah 

tersebut pada dasarnya masih berasal dari 

satu bidang tanah induk. 

6 Kepala Desa 

Mengapa masyarakat 

masih melakukan jual 

beli tanah secara 

bawah tangan? 

Biasanya karena masyarakat 

mempertimbangkan biaya dan kemudahan 

proses. Masyarakat menganggap transaksi 

secara bawah tangan lebih cepat dan 

sederhana dibandingkan harus mengikuti 

seluruh prosedur formal. 
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7 Kepala Desa 

Apakah menurut 

Bapak masyarakat 

memahami prosedur 

jual beli tanah secara 

hukum? 

Menurut saya, belum seluruh masyarakat 

memahami prosedur pertanahan secara 

lengkap. Sebagian masyarakat masih 

menganggap surat yang diketahui oleh desa 

dan kwitansi pembayaran sudah cukup 

sebagai bukti jual beli. 

8 Kepala Desa 

Bagaimana menurut 

Bapak mengenai jual 

beli sebagian tanah 

dari satu bidang 

kepada beberapa 

pembeli? 

Menurut saya harus hati-hati karena harus 

jelas bagian mana yang dijual kepada 

masing-masing pembeli, termasuk luas dan 

batasnya. Kalau tidak jelas, dapat 

menimbulkan permasalahan di kemudian 

hari. 

9 Kepala Desa 

Apakah batas tanah 

masing-masing 

pembeli sudah jelas? 

Secara fisik para pihak mungkin 

mengetahui bagian yang mereka beli, tetapi 

secara administrasi pertanahan belum tentu 

terpisah karena tanah induknya belum 

dilakukan pemecahan secara resmi. 

10 Kepala Desa 

Apa saran Bapak 

kepada masyarakat 

yang akan membeli 

tanah? 

Masyarakat harus memeriksa riwayat dan 

status tanah terlebih dahulu, memastikan 

batas dan luas tanah, serta sebaiknya 

melakukan jual beli melalui prosedur resmi 

dan mendaftarkan peralihan hak agar tidak 

menimbulkan masalah di kemudian hari. 

 

6) Ketua BPD 

No. No. Pertanyaan Jawaban 

1 Ketua BPD 

Apakah Bapak 

mengetahui adanya 

praktik jual beli tanah 

di bawah tangan di 

Desa Pengalihan? 

Ya, praktik jual beli tanah di bawah tangan 

masih ditemukan di masyarakat, terutama 

ketika masyarakat menganggap proses 

tersebut lebih mudah dan tidak memerlukan 

biaya yang besar. 

2 Ketua BPD 

Apakah Bapak 

mengetahui tanah 

yang menjadi objek 

penelitian ini? 

Saya mengetahui mengenai tanah yang 

berada di wilayah Parit 3 Sei Nau dan 

permasalahan jual beli sebagian tanah 

tersebut kepada beberapa pembeli. 
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3 Ketua BPD 

Bagaimana kondisi 

tanah tersebut 

sebelum 

diperjualbelikan? 

Tanah tersebut pada awalnya merupakan 

satu bidang tanah yang dikuasai oleh 

pemilik awal. Luas tanah secara 

keseluruhan kurang lebih 20.000 meter 

persegi dengan ukuran sekitar 200 meter × 

100 meter. Tanah tersebut pada awalnya 

masih merupakan satu bidang tanah. 

4 Ketua BPD 

Apakah Bapak 

mengetahui bahwa 

tanah tersebut dijual 

kepada tiga orang 

pembeli? 

Ya, berdasarkan informasi yang saya 

ketahui, tanah tersebut diperjualbelikan 

secara bertahap kepada tiga orang pembeli. 

5 Ketua BPD 

Apakah tanah tersebut 

sudah dipecah 

menjadi bidang 

masing-masing 

pembeli? 

Setahu saya belum ada pemecahan secara 

resmi menjadi bidang-bidang tersendiri. Hal 

ini yang menurut saya perlu diperhatikan 

oleh para pembeli. 

6 Ketua BPD 

Menurut Bapak, 

mengapa masyarakat 

melakukan jual beli 

tanah secara bawah 

tangan? 

Salah satu alasannya karena masyarakat 

ingin proses yang cepat dan sederhana. 

Selain itu, biaya juga menjadi 

pertimbangan. Ada pula masyarakat yang 

melakukan transaksi karena sudah saling 

percaya. 

7 Ketua BPD 

Apakah masyarakat 

memahami akibat 

hukum jual beli tanah 

di bawah tangan? 

Tidak semua masyarakat memahami akibat 

hukumnya. Sebagian masyarakat lebih 

melihat bukti pembayaran dan surat dari 

desa sebagai bukti bahwa tanah sudah 

dibeli. 

8 Ketua BPD 

Menurut Bapak 

apakah surat dan 

kwitansi dapat 

membuktikan telah 

terjadi jual beli? 

Surat dan kwitansi dapat menunjukkan 

bahwa pernah ada transaksi dan 

pembayaran, tetapi belum tentu 

memberikan kepastian mengenai peralihan 

hak atas tanah secara administratif. 

9 Ketua BPD 

Apakah menurut 

Bapak objek tanah 

yang diperjualbelikan 

secara parsial harus 

mempunyai batas 

yang jelas? 

Harus jelas. Kalau tanah dibeli sebagian, 

maka harus jelas luas, letak dan batas 

bagian yang dibeli agar tidak terjadi 

perselisihan dengan pembeli lainnya. 
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10 Ketua BPD 

Bagaimana pendapat 

Bapak mengenai 

pembeli yang sudah 

membayar lunas 

tetapi belum memiliki 

sertifikat atas 

namanya? 

Pembeli tentu membutuhkan kepastian. 

Bukti pembayaran memang penting, tetapi 

pembeli sebaiknya mengurus dokumen dan 

pendaftaran hak agar kedudukannya lebih 

kuat secara hukum. 

10 Ketua BPD 

Apakah menurut 

Bapak transaksi 

tersebut telah 

memenuhi 

kesepakatan antara 

penjual dan pembeli? 

Kalau para pihak memang sepakat 

mengenai tanah dan harga serta telah 

melakukan pembayaran, berarti secara 

hubungan antara penjual dan pembeli 

memang telah terjadi kesepakatan. Tetapi 

persoalan administrasi pertanahannya tetap 

harus diselesaikan. 

11 Ketua BPD 

Bagaimana Bapak 

melihat persoalan 

tersebut jika dikaitkan 

dengan Pasal 1320 

KUHPerdata? 

Menurut saya, adanya kesepakatan antara 

penjual dan pembeli merupakan salah satu 

unsur penting dalam perjanjian. Namun 

untuk tanah, masyarakat juga harus 

memperhatikan ketentuan administrasi 

pertanahan agar transaksi tersebut 

mempunyai 

12 Ketua BPD 

Apakah BPD pernah 

menerima atau 

mengetahui 

permasalahan 

sengketa tanah akibat 

jual beli bawah 

tangan? 

Permasalahan seperti batas dan penguasaan 

tanah dapat terjadi di masyarakat. Karena 

itu, menurut saya masyarakat perlu 

menyelesaikan administrasi tanah sejak 

awal agar tidak menimbulkan masalah di 

kemudian hari. 

13 Ketua BPD 

Bagaimana peran 

BPD jika terjadi 

sengketa tanah di 

masyarakat? 

Kami BPD dapat membantu mendorong 

penyelesaian melalui musyawarah dan 

komunikasi dengan Pemerintah Desa. 

Namun apabila persoalan berkaitan dengan 

penentuan hak secara hukum, para pihak 

tetap dapat menempuh mekanisme hukum 

yang berlaku. 

14 Ketua BPD 

Apa saran Bapak 

untuk mencegah 

terjadinya 

permasalahan jual beli 

tanah secara parsial? 

Sebelum membeli, masyarakat harus 

memeriksa status tanah, riwayat tanah dan 

batasnya. Jika membeli sebagian tanah, 

sebaiknya dilakukan pemisahan atau 

pemecahan sesuai prosedur dan dibuatkan 

dokumen resmi agar masing-masing 

pembeli mempunyai kepastian hukum. 

 


	DAFTAR PUSTAKA

